BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan
sejarah dan keanekaragaman budaya, yang menjadi sumber daya alam pada sektor
kepariwisataan. Potensi kekayaan alam apabila dikelola dengan baik akan
memberikan peranan yang cukup besar dalam menunjang pencapaian daerah.
Menurut Muljadi (2012:7), istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian
perjalanan wisata, yaitu suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara dari
seseorang, di luar tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan apapun selain
melakukan kegiatan yang menghasilkan upah dan gaji. Sedangkan menurut
Spillane dalam Budiasih (2018:86), mengatakan bahwa pariwisata adalah
perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan
perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau
keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial,
budaya, alam, dan ilmu.

Sebagai negara yang memiliki potensi besar di sektor kepariwisataan, harus
menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dijelaskan juga
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan, bahwa pariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani,



rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta
meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Strategis,
menargetkan sektor pariwisata pada tahun 2021 mampu mendatangkan 20 juta
turis asing atau wisatawan mancanegara serta 330-355 juta wisatawan nusantara.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan 5,2% Produk Domestik Bruto (PDB)
pariwisata untuk nasional dengan devisa sebesar $25 Milliar, dan mampu
menciptakan lapangan pekerjaan untuk 14 juta orang.

Tabel 1.1 Target Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/BadanPariwisata dan Ekonomi Kreatif

INDIKATOR TARGET
Kontribusi PDB Pariwisata (%) 5,2%
Devisa Pariwisata (Milliar USD) 25
Jumlah Tenaga Kerja (Juta Orang) 14
Wisatawan Mancanegara (Juta Orang) 20
Wisatawan Nusantara (Juta Orang) 330-355

Sumber : Renstra Kemenparekraf/Baparekraf, 2020 (telah diolah kembali)
Menurut Aeni & Astuti (2019:93), pariwisata merupakan salah satu sektor
terbesar dan tercepat di dunia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian, pariwisata mampu menjadi pemasukan bagi negara, khususnya
bagi pemerintahan daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 dikatakan bahwa Pendapatan



Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut Mardiasmo (2011:1), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil
penerimaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pariwisata yang dapat menyumbangkan PAD membutuhkan perencanaan
yang sangat baik. Pengelolaan pariwisata secara optimal dan mampu
meningkatkan ekonomi daerah menjadi salah satu aset yang bagi pemerintah
maupun masyarakat sekitar tempat wisata. Dalam pandangan ekonomi sektor ini
memiliki jaringan ke depan (forward linkage) yang luas apabila dikembangkan,
karena akan dapat menumbuhkan industri pariwisata serta dampaknya bagi
pembangunan ekonomi masyarakat yang melibatkan cukup banyak tenaga kerja
dan berorientasi global (\Vani et al., 2020:64).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat pada awal
tahun 1988, setiap daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan daerahnya
sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya, termasuk Provinsi Kepulauan
Riau. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi kepulauan di
Indonesia yang mempunyai objek wisata yang cukup potensial untuk
dikembangkan. Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5
kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah
2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk dengan

luas wilayah sebesar 8.201,72 km? (Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan



Riau, 2021). Letak geografis Kepulauan Riau yang berbatasan dengan beberapa
negara dengan 96 persennya adalah perairan sangat menarik wisatawan asing
untuk melakukan perjalanan wisata. Pengembangan pariwisata di Kepulauan Riau
dilakukan dengan cara menarik minat investor dan memberi kemudahan melalui
peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Salah satu kota yang menjadi pusat perhatian wisatawan adalah Kota
Tanjungpinang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, bahwa Kota
Tanjungpinang ini dihuni 227.663 jiwa. lbukota Provinsi Kepulauan Riau ini
memiliki berbagai macam objek wisata yang dapat dikembangkan dan dinilai
cukup berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat. Potensi ini didasarkan
atas kekhasan sosial budaya masyarakat, kondisi geografis dan keindahan alam
yang potensial dalam pengembangan sektor wisata (Ismayanti dalam Vani et al.,
2020:64).

Wilayah Kota Tanjungpinang yang baru dimekarkan statusnya dari Kota
Administratif menjadi Kota berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang pada  bulan
Agustus 2001, mempunyai berbagai macam objek wisata salah satunya terletak di
Pulau Penyengat di sebelah Barat Kota Tanjungpinang. Pulau Penyengat adalah
sebuah kelurahan yang memiliki banyak artefak, benda cagar budaya dan situs.
Pulau Penyengat dibangun berdasarkan perkembangan sejarah, budaya dan adat
istiadat Melayu.

Posisi Pulau Penyengat mempunyai letak geografis yang strategis karena

berseberangan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kondisi ini mendukung



potensi dunia pariwisata untuk dikembangkan secara profesional. Selain itu,
secara historis Pulau Penyengat juga memiliki hubungan yang khas, karena
merupakan bagian masa lalu yang tak terpisahkan dari kerajaan Riau Lingga
(Melayu) dengan negara Malaysia. Seperti diketahui dari data sejarah, Pulau
Penyengat, Singapura, dan Johor Malaysia merupakan satu imperium dibawah
Kerajaan Melayu Riau Lingga.

Dalam upaya mempercepat perkembangan daerah, pembangunan dan
pembinaan perlu dapat perhatian dari semua pihak. Dengan cara ini dapat di
antisipasi dengan mudah segala permasalahan yang ada di daerah. Sumber daya
yang ada diupayakan penggunaannya secara optimal sehingga apa yang menjadi
tujuan dari pembangunan tersebut dapat tercapai. Tujuan pengelolaan potensi
objek wisata menurut Ricardson dan Fluker dalam Aditya (2010:2) yang
diluncurkan tahun 1995 oleh The Parcific Asian Trevel Association (PATA)
adalah:

1. Memenuhi kebutuhan konsumen

2. Meningktakan kotribusi ekonomi nasional Negara Indonesia

3. Meminimalisasi dampak pariwisata terhadap lingkungan

4. Menyediakan pengembalian finacial yang cukup bagi orang-orang yang
berusaha di pariwisata.

Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai kekuasaan di
wilayah Kota Tanjungpinang, dengan demikian mempunyai kewajiban dalam hal

pengelolaan segala bentuk potensi pariwisata yang ada di Kota Tanjungpinang



termasuk wisata budaya yang ada di Pulau Penyengat. Pengelolaan wisata budaya
tersebut sangat dibutuhkan, karena wisata budaya Pulau Penyengat merupakan
salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Kepulauan Riau. Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa
peran pemerintah daerah dalam peningkatan potensi wisata yaitu, memfasilitasi,
mendorong penanaman modal, pengembangan pariwisata, mengelola pariwisata,
dan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan potensi pariwisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat berperan dalam pengelolaan
Wisata Budaya Pulau Penyengat yang terletak di Kecamatan Tanjungpinang Kota
karena paling mengetahui situasi dan kondisi Pulau Penyengat. Dalam
pengelolaanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuat berbagai program-
program untuk meningkatkan kualitas Wisata Budaya di Pulau Penyengat
sehingga memiliki daya tarik wisatawan yang kuat, dalam hal ini Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata juga dibantu oleh pemerintah daerah Kota
Tanjungpinang, Kelurahan Penyengat dan Kelompok Sadar Wisata Pulau
Penyengat.

Ukuran keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di Pulau Penyengat
adalah ketika sektor pariwisata mampu memberikan sumbangsih pada
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Terlebih lagi mampu
mengurangi angka pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru untuk
masyarakat sekitar, juga mendorong UMKM untuk terus bertumbuh. Sebagai
salah satu sektor andalan yang menjadi harapan untuk menunjang pertumbuhan

perekonomian masyarakat, pariwisata sudah sepatutnya dikelola dengan serius



oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Tanjungpinang agar dapat memberi dampak sesuai dengan yang diharapkan.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah
daerah tidak serius dalam pengelolaan pariwisata.

Untuk saat ini peran pemerintah daerah terutama dalam hal ini adalah Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang masih belum optimal dalam
menjalankan perannya dalam pengelolaan wisata budaya di Pulau Penyengat.
Ketidakoptimalan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dapat
dilihat pada saat peneliti melakukan observasi, mulai dari sarana dan prasarana
penunjang bagi wisatawan yang belum dikelola secara maksimal.

Berdasarkan pernyataan di atas, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan
wisata budaya pulau penyengat sangat dibutuhkan untuk kemajuan wisata itu
sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih
lanjut mengenai “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wisata
Budaya di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka pokok permasalahan yang
dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu
a. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Wisata Budaya Pulau

Penyengat Kota Tanjungpinang
b. Apa saja faktor penghambat peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan

tersebut?



1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak
dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan
bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wisata budaya Pulau
Penyengat Kota Tanjungpinang serta faktor penghambat peran Pemerintah Daerah
dalam pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat.
1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan pada
penelitian dan dapat dipecahkan dalam rumusan masalah secara tepat dan akurat
maka ada manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Pengkajian terhadap peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan
wisata tentunya akan bermanfaat bagi llmu Administrasi Negara. Berdasarkan
fenomena itulah kemudian dapat diuraikan, manfaat teoritis dari penelitian ini
sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat berkontribusi konstruktif terhadap IImu Administrasi
Negara. Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu
Administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian
di bidang Administrasi, khususnya di bidang Administrasi Negara.

2. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi Ilmu Administrasi Negara pada khususnya,
maupun masyarakat pada umumnya mengenai peran dalam pengembangan

destinasi wisata.



. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan
penelitian selanjutnya yang sejenis.
Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai :
. Menyebarluaskan informasi serta masukan bagi Pemerintah Kota
Tanjungpinang, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
. Hasil penelitian ini ditransformasikan kepada para stakeholder pariwisata
pada khususnya, serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, saran ataupun wacana

serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi semua pihak.



